
BUPATI MIMIRA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR    29    TAHUN2024

TENTANG

iiiii__ _H

PENGGUNAAN DAN pENGELol.AAN slTus WEB RESMI, NAMA DormIV DAIV
sue DounlIV, E-zlz4n RESMI PERANGRAT DAERAH DAN E-ri4AZL RESMI

PELABAT PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAFIA ESA

BUPATI MIMIRA2

Menimbang   : a.     bahwa   guna   kemudahan   pelayanan   publik   Pemerintah
Kabupaten    Mimika    dalam    menunjang    pengembangan
elektronik got/erme7it /e-gouermenc/,  Pemerintah  Kabupaten
Mimika,  perlu  menyusun Peraturan Bupati tentang mama
czomcz{rL  dan   sub   czomci€n,   E-ma{Z  Resmi   PD   dan   Pejabat
Pemerintah  Kabupaten  Mimika  sebagai  alamat  elektronik
dan  sarana  komunikasi  data  dan  informasi  yang  amen
serta  perngembangan  sistem  informasi  melalui  situs  zuez)
resml;

b.     bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana dimaksud
pada huruf a,  maka perlu menetapkan  Peraturan Bupati
tentang  Penggunaan  dan  i'engelolaan  Situs   Web  itesmi,
Nana Domczzn dan Sttb Domain, E-mci# Resmi PD dan E-ma£Z
Resmi Pejabat Pemerintah Kabupaten Mimika;

Mengingat     :1.     Undang-Undang     Nomor      12      Tahun      1969      tentang
Pembentukan  Daerah  Propinsi  Otonom  Irian  Barat  dan
Kabupaten-Kabupaten   Otonom   di   Propinsi   Irian   Barat
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  1969  Nomor
47,    Tambahan    Lembaran    Negara   Republik   Indonesia
Nomor 2907);
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2.      Undang-Undarig     Nomor     45     Tahun      1999      tentang
Pembentukan  Propinsi  Irian  LJaya  Tengah,  Propinsi  Irian
Jaya    Barat*    Kabupaten    Paniai,    Kabupaten    Mimika,
Kabupaten   Puncak   Jaya,   dan   Kota   Sorong   (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun    1999    Nomor    173,
Tambahan      Lembaran      Negara      Republik      Indonesia
Nomor 3894);

3.     Undang-Undang     Nomor      14      Tahun      2008      tentang
Keterbukaan  Informasi  Publik  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia  Tahun  2008  Nomor  61,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4.     Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan
Publik  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun  2009
Nomor     112,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 5038};

5.     Undang-Undang      Nomor      12      Tahun      2011      tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  (Ifmbaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2011    Nomor    82,
Tanbahan  Lenbaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
5234)  sebagaimana  telah  di  ubah  beberapa  kali,  terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor   13  Tahun  2022  tentang
Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun
2011     tentang     Pembentukan     Peraturan     Perundang-
Undangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2022  Nomor   143,  Tambahan  I+embaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6801);

6.     Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah   beberapa  kali,   terakhir  dengan   Undang-Undang
Nomor  1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah   Pusat   Dan   Pemerintah   Daerah   (I,embaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2022     Nomor    4,
Tambahan      Lembaran      Negara      Republik      Indonesia
Nomor 6757};.

7.     Undang-Undang   Nomor   2   Tahun   2017    tentang   Jasa
Konstruksi  (Irembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2017   Nomor   11,  Tambahan   Lembaran  Negara  Republik
Indonesia    Nomor    6018}    sebagaimana    tctah    diubah
beberapa kali,  terakhir dengan  Undang-Undang Nomor  1 1
Tahun    2020    tentang   Cipta    Kelja    (I,embaran    Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor  245,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
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8.     Peraturan  Presiden Nomor 95 Tahun  2018  tentang Sistem
Pemerintahan  Befbasis  Elektronik  q3erita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor  182|;

9.     Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  lnforznatilra  Nomor  5
Tahun   2015   tentang   Registrasi   Nama   Domcrin   Instansi
Penyelenggara  Negara  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Talrmn 20i5 Nomor 209};

10.   Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  10
Tahun    2015    tentang   Tata    Cara   Pendaftaran    Sistem
Elektronik  lnstansi  Penyelenggara  Negara  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);

11.   Peraturan  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015  tentang
Pembentukan    Produk    Hukum    Daerah    (Berita   Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah   diubah   dengan   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Alas Peraturan
Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   80   Tahun   2015   tentang
Pembentukan    Produk    Hukum    Daerah    (Berita   Negara
Republik rnclonesia Taliun 2018 Nomor -157) ;

12.   Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  4
Tahun   2016   tentang   Sistem   Manajemen   Pengamanan
lnformasi  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016
Nomor 551);

13.   Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan
Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Evaluasi
Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan      :   PERATURAN      BUPATI      TENTANG      PENGGUNAAN      DAN
PENGELOLAAN   SITUS   WEB   RESMI,   NAMA   DOJ14AJIV  DAN
scra  DounjIV,  E-MAIL  RESMI  pD  DAN             E-j`4An  RESMI
PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.     Daerah adalah Kabupaten Mimika.

2.     Pemerintah    Daerah    adalah    Bupati    sebagai    unsur    penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menj,adi kewenangan daerah otonom.
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Bupati adalah Bupati Mimika.

PD yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah
dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dalam  penyelenggaraan  Urusan
Pemerintahan yang _in_en_jadi kewenangan Daerah ,

5.     PD Teknis adalah Dinas Teknis yang menangani urusan Komunikasi dan
Informatika di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

6.     Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksanaan teknis Operasional PD
di lapangan yang bertanggung jawab kepada Kepala PD.

7.     Penanggung     Jawab     Administratif     adalah     pimpinan     PD     yang
menyelenggarakan   urusan   pemerintahan   di   bidang   komunikasi   dan
informatika.

8.     Pemerintah    Kampung    adalah    lembaga    Pemerintah    yang    bertugas
mengelola wilayah otonom tingkat Kampung.

9.     Kepala  Kampung  adalah  pemimpin  pelaksanaan  urusan  pemerintahan
Kampung yang menjadi kewenangan daerah otonom.

10.   Perangkat Kampung adalah bagian pemerintah Kampung yang membantu
kepala Kampung dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

11.   Masyarakat   adalah   masyarakat   Daerah   yang   berhak   mendapathan
pelayanan Pemerintah Daerah.

12.   Kartu  Identitas  adalah  dokumen  yang  dikelola  oleh  pemerintah  sebagai
tanda pengenal bagi masyarakat.

13.  Pengguna  adalah  PD  atau  Masyarakat  yang telah  mendapatkan  Nama
Domain,    Sub   domcrin,    Hosting,    Mcril   Server   dan    CoLocation   Seruer
berdasarkan   mekanisme   pendaftaran   sebagaimana   dimaksud   dalam
Peraturan Bupati ini.

14.   Situs zueb adaiah layanan yang terhubung ke internet, yang menyediakan
informasi  dalam  bentuk  kumpulan  tampilan  halaman-halalnan  berupa
teks, gambar diam atau gerak, animasi,  suara, dan atau gabungan dari
semuanya itu baik yang bersifat statis maupun dinamis dipresentasikan
dalam  bentuk  hgpe7te)ct dan  dapat  diakses  oleh  perangkat  lunak  yang
disebut brotuser.

15.   Situs  Web  Resmi  Pemerintah  Daerah  adalah  Situs  Web yang dibangun
oleh Dinas dengan menggunakan alamat domcztrL yang utama Pemerintah
Kabupaten Mimika dan atau sttb c!omci{rL turunannya.

16.   Fitur adaiah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi
yang dihasilkan.

17.   E-goLJMjm{*ci7iemmerif     adalah     pemanfaat     teknologi     informasi     dan
komunikasi  dalam  proses  pemerintahan  untuk  meningkatkan  efisiensi,
efektivitas,  transparansi,  dan  akuntabilitas  penyelenggaraan  pemerintah
pelayanan publik.

18.   DomdrrL  adaiah  pengkonversian  dari  alamat  internet  protokol  ke  mama
dor7La{n digunakan untuk menemukan zuebsjte dalam dunia internet.

19.   Sttb Do77idrri adaiah bagian dari Domai.n yang terintegrasi dengan Domain
Utama.
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20.  Nana DomGjn Instansi Penyelenggara Negara Adalah alamat internet dari
Instansi  yang  dapat  digunakan  dalam  berkomunikasi  melalui  internet,
berupa   kode    atau    susunan    karakter   yang   bersifat   unik   untuk
menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

21.  Pejabat Nana Domdrn adalah Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh
Sekretaris Daerah untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan Nana
Domczj7L di Pemerintah Daerah.

22.   Register Nama  Domciin adaiah  Menteri  yang  melaksanakan  pengelolaam
dan pendaftaran Nama Domain tingkat kedua dan Nama Domczfri tingkat
turunan untuk kebutuhan lnstansi.

23.   Pengguna  Nama  Domcz€rt  ada  Domain  adalah  oran&  PD2  Badan  Usaha2
atau masyarakat yang mengajukan pendaftaran untuk penggunaan Nama
Domain kepErda Register Name Domain.

24.   Nana  Domat.n  Tingkat  Tinggi  Indonesia  adalah  mama  domat.n  tingkat
tingal dalam hirarki  sistem penamaan  czomcz{n yang menunjukkan  kode
Indonesia   (.id)   sesuai   daftar   kode   negara   dalaln   ISO   3166-1   yang
dikelurkan oleh Internet assfg7iec! nt/mber Attfho7ifu /IAJVA/.

25.   Kepala PD adalah kepala PD di lingkungan Pemerintah Daerah.

26.   Pengguna  Sttb  Domcztri  yang  selanj.utnya  disebut  Pengguna  Adalah  PD
yang  telah  mendapat  Nana  Sztb  Doma{rL  PD  berdasarkan  mekanisme
pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam peraturan bupati ini.

27.   Pejabat   Nana   Domcriri   dan   /a.tau   Sztb   Domcz{7i  adalah   pejabat   yang
ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala PD untuk melakukan pendaftaran
dan pengelolaan Nama Doma{rL dan/atau Sub Domat.rL PD.

28.  Akun  adalah  identifikasi  pengguna  yang  diberikan  oleh  Unit  Pengelola
Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  OTIK),  bersifat  unik  dan  digunakan
bersamaan  dengan  kata  sandi  ketika akan  memasuki  Sistem Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK).

29.   Kata  Sandi  adalah  serangkaian  kode  yang  dibuat  pengguna,  bersifat
Rahasia dan Pribadi yan digunakan bersamaan dengan Akun Pengguna.

30.  Navigasi adalah petunjuk untuk pengunjung tueb berupa tampilan menu
dan  atau  ZZ7ifos  untuk  mengarahkan  atau  menenukan  halaman  muatan
atau  data  yang  ditampilkan  serta  perpindahan  dari  satu  tampilan  ke
tampilan yang lain.

31.  Pembangunan  situs  web  adalah  aktivitas  yang  dilakukan  dimulai  dari
tahapan awal sehingga terwujud suatu situs tueb.

32,   Pengembangan  situs  zueb adalah  aktivtas yang dilakukan dalam rangka
memperluas  dan  memperdalam  situs  oweb,  baik  dari  sisi  corifeut,  menu,
navigasi maupun harga pasarnya.

33.   E-ma{!  adalah   sarana  aplikasi  yang  saling  mengirimkan  pesan  antar
pengguna melalui jaringan internet

34.   Sert/er adalah  sistem  komputer yang  mempunyal  layanan  khusus yang
berhubungap dengap penyimpanan data.
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35.   Pusat Data adalah fasilitas yang berada dalam sebuah Serueryang di

gunakan untuk menyimpan data.
36.   HostirLg adalah layanan yang menumpangkan keseluruhan muatan suatu

situs   tueb   kepada   suatu   perangkat   keras   komputer   /serLJer/   yang
terhubung.

37.  Virtulan  Host{ng adalah  sebuah  mama virtual  dari fasilitas  hosttng yang
bersifat unik.

38.   Sistem   Aplikasi    Pelayanan    Kepegawaian    Daerah   yang    selanjutnya
disingkat SAPK adalah aplikasi yang memuat seluruh data pegawai.

39.   Usemame adalah identitas pengguna pada suatu sistem.
40.   Bcicfup adalah  proses  membuat data cadangan  dengan  menyalin  suatu

data  agar  dapat  digunakan  kembali  apabila  terjadi  kerusakan  atau
kehilangan.

41.  Pelayanan Publik adalah segala bentuk jasa pelayanan yang dilaksanakan
oleh     Pemerintah    dalam    rangka    upaya    pemenuhan    kebutuhan
masyarakat.

42.   Cgber  Crime  adalah  suatu  aktivitas  kejahatan  di  dunia  maya  dengan
memanfaatkan  jaringan  komputer  sebagai  alat  dan  jaringan  internet
sebagai media.

BAB 11

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan landasan dan
pedoman  pelaksanaan  dalam  penggunaan  nana  czomcrfn  dan  st/b  czomdrn¥
penggunaan e- ma{Z resmi instansi dan Pejabat Pemerintah Daerah serta situs
zueb resmi pada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
a.   pengaturan  dan  standarisasi  dalam  penggunaan  mama  c!omazri  dan  sttb

domcrin, penggunaan e-ma€Z resmi dan pengelolaan situs zueb resmi PD;dan
b.    mewujudkan penyelenggaraan e-gouwiwifea7ter7LrrLe7tt di Daerah.

Pasal4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a.    penggunaan dan pengelolaan nana cromci}n dan swb czomain PD;
b.    e-rm# resmi PD dan pejabat lingkup pemerintah Daerah; dan
c.    pengelolaan situs t~eb resmi di lingkungan Pemerintah Daerah.
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BAB Ill
PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN NAMA DOJ`4,AIIV DAN  SuB DOJ14AJN

PD

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 5

(1)    Pimpinan     PD     atau     Kepala     Kampung     Mengajukan     Permohonan
Pendaftaran  Nana  Domci{7t  dan/atau   S{tb  Domci{n  kepala  Penanggung
Jawab Administratif.

(2)    Tujuan   pemberian   nana   c!omcz£7t   dan   st/b   c!or7icz€n   PD   sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  terdiri  dari  karakter yang berupa mama,
singkatan  mama  atau  dari  mama  resmi  PD  atau  Pemerintah  Kampung,
Nomenklatur   pelayanan   Publik   atau   admnistrasi   Pemerintah   sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)    Karakter  nana  Domczf rL  atau  Sztb  Domdrn  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (2)  harus  dibuat  sesuai  dengan  ketentuan  sebagaimana  tertuang
dalam Lampiran Huruf 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(4)    Dalani   hal   mengajukan   permohonan   pendaftaran   Sub   Domczjri   PD,
Pimpinan    PD    dimaksud    harus    melampirkan    Surat    Perlnohonan
Pendaftara St/b Domci{n PD.

(5)    Dalam    hal    mengajukan    permohonan    pendaftaran    Nana    Domci{rL
Pemerintah   Kampung   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   harus
melanpirkan:
a.   Surat Permohonan Pendaftaran Nama Domcz€n Pemerintah Kampung;
b.   Surat Permohonan Pendaftaran Nana Domain Pemerintah Kampung

yang ditujukan Kepada Menteri;
c.   Surat Keputusan Kepala Kampung;
d.   Surat Keputusan Perangkat Kampung;
e.   Surat Kuasa Domain Kampung;
f.    Kartu Identitas Kepala Kampung;
9.   Kartu Identitas Perangkat Kampung; dan
h.   Dokumen lain yang diperlukan.

(6)    Dalam hal mengajukan permohonan pendaftaran Sttb Domain Pemerintah
Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus melampirkan Surat
Permohonan Pendaftaran Sttb Domain Pemerintah Kampung.

(7)    Dalam hal mengajukan pennohonan pendaftaran  Sub Domcrin Pelayanan
Publik  dan/atau  Administrasi  Pemerintah,  Pimpinan  PD  sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1 ) harus melampirkan:
a.   surat  permohonan  pendaftaran  sttb  cfomcrin Pelayanan -Publik  /atau

Administrasi Pemerintah ;
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b.   peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan
Pelayanan Publik dan/ atau Administrasi Pemerintah; dan

c.   keterangan   mengenai    Pelayanan    Publik    dan/atau   Administrasi
Pemerintah.

(8)    Dalarn   hal   mengajukan    permohonan   pendaftaran    S{tb   czomciiri   PD
sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (4)   harus   dibuat   sesual   dengan
ketentuan   sebagaimana   tercantum   dalam   Lanpiran   -Huruf  E,   yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(9)    Dalam    hal    mengajukan    permohonari    pendaftaran    Nana    Domain
Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat 5 harus dibuat
sesuai  dengan  ketentuan  sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran  F`,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

( 10)  Dalam hal mengajukan Permohonan pendaftaran Sztb Doma!rL Pemerintah
Kampung  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  harus  dibuat  sesuai
dengan  ketentuan  sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran  Huruf  G,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(11)  Dalam hal mengajukan permohonan pendaftaran  Sttb Domci!n Pelayanan
Publik  dan/atau  Administrasi  Pemerintah  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (6)  harus  dibuat  sesuai dengan  ketentuan  sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Huruf H, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan Bupati ini.

(12)  Pengaturan penggunaan dan pengelolaan nana  czomcrin dan  sub c!omcrin
PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a.   nana domain daLn sub dorrainpD.,
b.   penggunaan dan pengelolaan nana domain dan sub domain;
c.    konten domain dan sub domain;
d.    pengendalian;
e.    sermimikaer mama domain dan sub domain;
f.     pelaporan; dan
9.    pembiayaan.

Bagian Kedua
Nana Domdr7t dan Sztb DomajrL Pemerintah Daerah

Pasal 6

(1)    Nana   DomatrL   Pemerintah   Daerah   adalah   alamat   resmi   Pemerintah
Daerah di internet.

(2}    Nana Doma{.n Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1}
tcrdiri dari:
a.    c!omaj7iutama; dan
b.   sub domctin.



-9-

Pasal 7

(1}    Nana  czomojn utama Pemerintah  Daerah sebagaimana dimaksud dalaln
Pasal 6 ayat (2) huruf a, menggunakan nana resmi atau singkatan nana
resmi Pemerintah Daerah.

(2)    Nana sub c!omcz{n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b,
meliputi:
a.    mama sub c!oma€rL PD lingkup Pemerintah Daerah;
b.   mama   sz/b   czomdrn   aplikasi   khusus   yang   diperlukan   PD   dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

(3}    Nama    sub    domczjn   sebagaimana   dimaksud    pada    ayat    (2|,    harus
menggunakan mama resmi atau singkatan mama resmi atau akronim dari
mama resmi PD dan/atau aplikasi khusus yang diletakkan di depan mama
czomcrirL utama Pemerintah Daerah dengan didahului oleh tanda baca titik
(dofy)

Pasal 8

Nama   czoma{rL   utama   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   6   ayat   (1),
menggunakan nana czor7iajn resmi Pemerintah Daerah yaitu mjrrLzkczj[a[b.go. id.

Pasal 9

(1)    Nana swb czomdrn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3),  harus
terintegrasi  dengan  czomczt.ri  utama  Pemerintah  Daerah  sebagai  dbmcrin
resmi yang  tersusun  dalam  daftar  nana  domaz.n dan  sttb  c!omafn yang
selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2),    Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, dapat dikecualikan bagi
situs jaringan untuk keperluan khusus  setelah dikoordinasikan  dengan
PD teknis.

Pasal 10

Nana sttb domczfn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1),  merupakan
alamat resmi PD dalam lingkup Pemerintah Daerah yang memuat inforlnasi-
infomasi  khusus  mengenai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan
pelayanan   dan   kemasyarakatan   serta   media   komunikasi   dan   aspirasi
masyarakat    yang    dilaksanakan    oleh    PD    sesuai    bidang    tugas    dan
kewenangannya.
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Bagian Ketiga
Pengelolaan dan Penggunaan mama Domciin dan Sttb Domain.

Paragraf 1
Pengelolaan

Pasal  1 1

(1}    Pengelolaan  mama  c!omdrri  dan  sztb  c!omczin  Pemerintah  Daerah  dan  PD
diselenggarakan oleh PD Teknis.

(2)    Pengelolaan  nama  czoma€7t dan  sub  c!omci{n sebagaimana  dimaksud  ayat
(1), meliputi:
a.    pendaftaran nana czomaz.n dan sttb czomain,.
b.   penetapan dan perubahan pejabat mama domain;
c.    perubahan nana domain dan sub domain;
d.   perpanjangan penggunaan mama domain dan sub domaln; dan
e.    penonaktifan mama czomcrirL dan sttb czomafri.

Pasal 12

Pendaftaran  mama  c!ormzri  dan  sztb  c!omcizrL  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal  11  a.yat (2) huruf a, diaj`ukan oleh Sekretaris Daerah atas nana Bupati
kepada register mama c!omczfri atas usulan dari PD Teknis yang telah disetujui
oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal  13

(1)    Penetapan pejabat narna c!omciin sebagaimana dimaksud dalam Pasal  11
ayat (2) huruf b, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

(2}    Perubahan pej,abat nana czomazri seba.gaimana dimaksud dalam Pasal  1 1
ayat (2) huruf b, dilakukan apabila ada perubahan pejabat nana c!omci{n
yang  telah  ditetapkan  oleh  Sekretaris  Daerah  dan  akan  ditindaklanjuti
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3|   Perubahan pejabat nalna  czomcl£7i sebagainana  dinaksud  pada ayat  (2},
meliputi perubahan data pejabat mama czoma{n sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1)    Perubahan mama c!omcz{7i sebagalmana dimaksud dalam Pasal  11  ayat (2)
huruf  c   dilakukan   apabila   ada   permintaan   dari   Bupati   dan   akan
ditindaklanj uti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2|    Perubahan  mama  SUZ)  c!omdrrL  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   11
ayat  (2)  huruf c,  dapat berupa perubahan nana sttb domain yang telah
ada   dan/atau   penambahan/pengurangan   mama   sub   czomafn   sesual
dengan kebutuhan PD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
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(3)    Perubahan nana st/b czomcz{n sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan
apabila ada permintaan dari PD yang diajukan kepada Bupati melalui PD
Teknis    yang   telah    disetuiui    oleh    Sekretaris    Daerah    dan    akan
ditindaklanj uti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)    Perubahan narna sttb czomdin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat
dilakukan  tanpa  adanya permintaan jika  terdapat  perubahan  susunan
dan/   atau   nana   PD   berdasarkan   ketentuan   peraturan   perundang-
undangan.

Pasal  15

Dalam  hal  teriadi  perubahan  nana  domafrL  dan  sttb  czomairi  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 maka daftar nana sttb czoma!n yang terdapat dalam
Lampiran  Keputusan  Bupati  tentang  penetapan  penggunaan  nana  dorun{7i
SUZ) czoma{ri dapat disesuaikan.

Pasal 16

(1)     Perpanjangan  penggunaan  nana  c!oma!rt dan  sub  dorrLdirL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal  1 1  ayat  (2)  huruf d,  dilakukan atas persetujuan
Bupati.

(2)      Perpanjangan  penggunaan  mama  c!oma{7i dan  st/b  c!omcriri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),  dilakukan setiap tahun dalam batas waktu  35
(tiga puluh  lima)  hari  terhitung  sejak  berakhimya  masa berlaku  mama
domdr7i Pemerintah Daerah.

(3)     Perpanjangan penggunaan nana c!omofrl diajukan kepada Register Nama
Domcit.rL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal  17

(1)    Penonaktifan mama c!oma{n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(2)    humf e, hanya dapat dilakukan oleh nana czomdrn dan sttb c!oma{n.

(2}    Registrar   Nana   Domdrn  jika   teijadi   pelanggaran   sesual   ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3)    Penonaktifan  mama  sttb domain sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  11
ayat    (2)    huruf   e,    dapat    dilakukan   oleh    PD   Teknis   jika   terjadi
penyalahgunaan  nana  sztb  c!oma?n  oleh  PD  sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4)    Penonaktifan nana czomain dan sub czomat7i sebagaimana dimaksud pada
ayat (1| dan ayat (2),, dapat bersifat sementara maupun permanen.
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Paragraf 2
Penggunaan

Pasal  18

(1)    PD   berhak  menggunakan   nana   czoma{ri  dan   sttb  domci€rL  yang  telah
ditetapkan   dan/atau   didaftarkan   sesuai   dengan   tugas   pokok   dan
fungsinya.

(2)    Masing-masing   PD   bertanggung   jawab   terhadap   penggunaan   mama
domain dan sttb c!or7iaz.n yang dimiliki.

Pasal 19

(1)    Penggunaan   nana   c!omci€rL   dan   sttb   c!oma{n   harus   didasarkan   pada
kepentingan  masyarakat   serta  tidak  melanggar  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

(2)    Penggunaan nana c!oma{n dan  sttb ctoma{n sebagaimana dimaksud pada
ayat   (1),   meliputi  penggunaan  nana   czomci{rL  dan   sttb  c!omczjn  untuk
memberikan    dan/atau    menyebarluaskan    informasi    pemerintahan,
pembangiman,   pelayanan   dan   kemasyarakatan   serta   sebagai   media
komunikasi dan aspirasi masyarakat.

Bagian Keempat
Konten Domain dan Sub Domain

Pasal 20

(1)    Konten  Domcz{rL  dan  sub  domci{ri  Pemerintah  Daerah  pada  prinsipnya
memuat   informasi-informasi  yang   berkaitan   dengan   penyelenggaraan
pemerintahan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing
PD.

(2)     Konten  Doma€rL  dan  SUZ)  c!omci€n  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),
memiliki kualitas informasi yang baik dan bersifat aktual serta akurat.

(3}    Konten czoma{n dan sttb domciirL Pemerintah Daerah tidak boleh berisikan
konten yang bersifat :
a.  melawan      hukum/bertentangan      dengan      ketentuan      peraturan

perundang-undangan;
b. mengandung unsur SARA.
c.  mengandung unsur pornografi; dan/atau d. bersifat komersial.
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Bagian Kelima
Pengendalian

Pasal 2 1

(1)    Pengendalian   terhadap   penggunaan   nana   domof7t   dan   st4b   czomdirl
lingfup Pemerintah Daerah dilakukan untuk mengatur dan menertibkan
penyelenggaraan penggunaan mama c!omczin dart  sz/b domain Pemerintah
Daerah.

(2)    Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a.   pengendalian teknis; dan
b.   pengendalian konten.

Pasal 22

(1)    Pengendalian  teknis   sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  21   ayat   (2)
hurtrf a, merupakan pengendafian terhadap aspek tefuis cfo"ain dan slfb
c!omdirL agar pengoperasiannya dapat beljalan lancar.

(2)    Pengendalian  Teknis  dilakukan  oleh  PD  Teknis  bekerjasama  dengan  PD
terkait.

Pasal 23

(1)    Pengendalian  konten   doma!7t  dan  swb  czomdin  sebagaimana  dimaksud
dalalll Pasal 21  ayat {2} huruf b,  dilakukan agar kontcn  cfo77tch dan s;I.A
domcrin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)    Pengendalian   konten   domain  Pemerintah   Daerah   dilakukan   oleh   PD
Teknis   yang   membidarigi   Penyelenggaraan    e-Got/M[m€kcier7tmerLt   dan
bekeljasama dengan PD.

(3)    Pengendalian  konten  sub c!oma€n PD  dilakukan  oleh  masing-masing  PD
bekeriasama dengan PD Teknis.

Bagian Keenan
Sermimikaer Nana Domain dan Sub Domain

Pasal 24

(1)     Sem!.mI.*Gier  mama   c!omaz.n   dan   sHZ}   czomc{z.n   PD   wajib   menggunakan
Semi.mfhaer yang berada di PD Teknis.

(2)    Nana  domdr7i dan  sttb  cfoma£7i PD  waj,ib  menggunakan  alamat  Protokol
Internet /P Ac!dress/ yang berada dan dikelola oleh PD Teknis.

(3)    Penggunaarl  Ser7".m{kaer dan  P AcZc!ress  sebagalmana  dimaksud  pada
ayat  (1)  dan  ayat  (2),  agar  teljadi  pemusatan  data  dan  memudahkan
koordinasi   pengelolaan   data   domczl`n  dan   SUB   dor7iczz`n   serta   men]-aga
keanianan informasi.
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Bagian Ketujuh
Pelaporan

Pasal 25

(1)    PD Teknis  menyampaikan  laporan basil  pelaksanaan pengelolaan nana
domain dan sttb c!omcz€n lingkup Pemerintah Daerah kepada Bupati.

{2|    Setiap  PD  watib  menyalnpaikan  laporan  hasil  pelaksanaan  pengelolaan
nana czomairi dan sub czomain kepada Bupati melalui PD Teknis.

Pasal 26

(1}    Laporan  hasil  pelaksanaan  pengelolaan  mama  c!omcz{ri  dan  sub  czomat.n
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  25  paling  sedikit  berisi  Mimika
konten,  pengelola  czomajn dan  sttb  czomczfn  serta  kegiatan  pengumpulan
data untuk pengisian konten.

(2}    Laporan  hasil  pelaksanaan  pengelolaan  nana  czor7icz{.n  dan  sttb  domain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalnpaikan secara berkala paling
kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

(3)    Irdporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan sewaktu-
waktu dalam hal diminta oleh Bupati.

Bagian Kedelapan
Pembiayaan

Pasal 27

Pembiayaan  yang   diperlukan   untuk   Penggunaan   dan   pengelolaan   nana
czomcij7t dan  swb  czomdrrL lingkup  PD  dibebankan  pada Anggaran  Pendapatan
dan Belanja Daerah.

Bagian Kesembilan
Dukungan Penyelenggaraan Domain Kampung

Pasal 28

(1)    Kelembagaan   Pemerintahan   Kampung   berkesempatan   memiliki   mama
domalrL tersendiri menggunak:an ctomain Kamp'ung. id.

(2}   Pemerintah    Daerah    memberi    dukungan    dan    fasilitasi    Pemerintah
Kampung dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kampung secara
elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)   Pelaksanaan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  oleh  PD
Teknis  melalui  pengaturan  penamaan  dan  fasllitasi  pendaftaran  serta
bimbingan pengelolaan czomci€n Kampung.
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(4)    Pengaturan   penamaan   c!omcl{rL  Kclmpung.id  untuk  setiap   Kampung  di
Kabupaten  Mimika  dengan  format  karakter  |nama  Kampttng\-Mm{ka.
Kczmpttng.   !d  selanjutnya  disusun  dalam  daftar  sebagai  mama  domain
resmi kelembagaan pemerintah Kampung lingkup Pemerintah Kabupaten
Mimika yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5}   Penyelenggaraan      c!omci{n     Kampung     lingkup     Kabupaten     Mimika
dilaksanakan oleh pengelola mama czomajn Kampung dari masing-masing
Kampung  secara  bertanggungjawab  dan  diselaraskan  dengan  ketentuan
dalam Peraturan Bupati ini.

(6}   Pembiayaan  dalam  pengelolaan  dan  penyelenggaraan  czomclin  Kampung
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

BAB Ill
IP MIMIKA E-MAIL RESMI PERANGKAT DAERAII DAN PFUABAT

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

Tujuan  dari  penggunaan  errrfuz  resmi  PD  sebagai  sarana  komunikasi  dan
distribusi infomasi serta dokumen secara cepat akurat dan terpercaya serta
aman   dengan   memanfaatkan   teknologi   informasi,   sehingga   akan   sangat
membantu terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan efisien.

Bagian Kedua
Eingaturan Penggtmaan dan Penamaarl a-mzz{! Resmi PD dan

E-mcztz Resmi Pejabat lingkup Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Penamaan dan Klasirikasi E-mcijz Resmi

Pasal 30

(1)    Penamaan E-mcz!! Resmi mengikuti kaidah peraturan yang berlaku dalam
penggunaan alamat E-mnd resmi instansi pemerintah dengan melekatkan
pada domcin MiTwikahab.go.id.

(2)    Nama A-7rici€Z resmi PD diatur menjadi alamat resmi persuratan kedinasan
secara eiektronck "cta+wi ncma[Pera:ngha± Daeraky@MinikcLkab .go.id dan
wajib digunakan sebagai e-mafz kedinasan serta dicantumkan dalam kop
surat dinas.
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(3)    Penamaan   e-mdrz  resmi  jabatan  kedinasan  diterapkan  untuk  Bupati,
Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Star Ahli Bupati, beserta seluruh Kepala
PD   sebagai   sarana   komunikasi   korespondensi   persuratan   elektronik
untuk kepentingan kedinasan.

(4)    Penamaan    e-mci#   resmi   kedinasan   untuk   ASN    secara   perorangan
menggunakan   77tcz{Z,go.id  dengan   cara   mendaftar   kepada   Kementerian-Kominfo R.I. alarnat `]RL .. tayanan.horn,inf io.go.id/domain.go.id.

(5)    Dalarn hal e-ma{Z resmi kedinasan ASN secara perorangan belum dimiliki
maka  dapat  menggunakan  akun  e-ma{Z  resmi  ASN  lingkup  Pemerintah
Daerah.

(6)    Ketentuan   teknis   pengaturan   penamaan   E-mczzz   resmi   ASN   lingkup
Pemerintah           Daerah           dengan           format
ncma[ASN]©cma[subdomcvin PD].

karakter

(7)    Penggunaan  akun  e-ma{!  resmi  ASN  lingkup  Pemerintah  Daerah  lebih
lanjut dikoordinasikan oleh  PD Teknis yang bertanggungjawab dibidang
Teknologi    Informasi    dan    Komunikasi    dan    PD    yang    menangani
administrasi kepegawaian di Daerah.

(8)    Daftar  nana  e-maI7  resmi  PD  dan  e-mciiz  resmi  jabatan  kedinasan  PD
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  ditetapkan  dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 3 1

(1)     E-mciiz  resmi  terdiri  atas  E-maiz  Bupati,  e-ma£Z Wakil  Bupati,  E-ma£Z  PD,
A/mcijz Kepala PD, E-mcijz Star Ahli
Bupati dan E-mdrz Direktur BUMD.

(2)    E-ma£Z resmi kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembuatan
akun  akan  dilaksanakan  oleh  Dinas  dan  dikelola  oleh  masing-masing-Pejabat i)inas dan admin PD pengguna akun.

(3)    Dalam  hal  melaksanakan  fungsi  layanan  publik  dan  atau  pelaksanaan
kegiatan   resmi   yang   membutuhhan   E-maH   secara   spisifik,    seperti
misalnya   hari  jadi   Pemerintah   Daerah   Kabupaten   Mimika2   pemuda
pelopor,  krenon4[m€haa dan lain-lain,  unit PD  penanggungjawab kegiatan
dapat mengajukan  permohonan  tertulis  secara resmi kepada  PD Teknis
untuk dibuatkan akun secara terpisah dari akun E-mai.I PD.

(4|    Akun E-maH resmi ASN lingkup Pemerintah Daerah dikelola oleh masing
masing ASN  secara bertanggungjawab dan dikoordinasikan administrasi
penggunaan nya oleh Badan yang menangani urusan kepegawaian.

(5)    Dalam hal teljadi laporan gangguan permasalahan teknis dan non teknis
terkait  dengan  penggunaan  E-mcltT dinas,  maka P-D  Teknis  wa]-fo  segera
melakukan pelayanan.
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(6)    Untuk pemulihan kata sandi yang lupa atau tidak dapat digunakan lagi,
pengguna e-mazz resmi instarisi dapat meminta secara tertulis kepada PD
Teknis   untuk   dilakukan   penghapusan   kata   sandi   lama   dan   akan
diberikan penggantian kata sandi yang baru.

(7)    Untuk pelaksanaan pelayanan perbaikan gangguan E-mdrz resmi instansi
pemerintah  yang  teijadi  secara  masal  dan  sistemik  sebagaimana  yang
dimaksud pada ayat (3), Dinas dapat membentuk tim dengan melfoatkan
instansi  terkait  atau  pihak  ketiga  yang  memiliki  kemampuan  teknis
memadai.

(8}    Pengaturan dan petuniuk pelaksanaan teknis E-ma€Z resmi PD dan E-mcljz
resmi Pejabat  Pemerintah  Daerah ditetapkan  dengan  Keputusan  Kepala
Dinas   Komunikasi   dan   Informatika   selaku    CtoMfrutk:aemmerif   Chje/
Imf ormation Of f icer (GCIO).

Paragraf 2
Penggunaan Akun E-r7Lczjz

Pasal 32

(1}    Penggunaan  E-mcliz resmi  PD  harus  sesuai  dengan  norlna hukum,  etika
dan norma kesopanan.

(2)    Penggunaan  E-mdrz  PD  hanya  digunakan  untuk  kepentingan  kedinasan
sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing instansi.

(3)    Distribusi  dokumen  dinas  melalui  ema{Z resmi  dikirim  sebagai  lampiran
(affacrmerit).

(4}   Tanda  tangan  tata  naskah  dinas  sebagaimana  lampiran  E-mczzz  reshi
adalah tanda tangan Kepala PD  dan atau eselon setingkat di bawahnya
yang  diberi  kewenangan,  beserta  dengan  cap  PD  yang  diubah  kedalam
format jize /I.mage/, setiap mengirimkan ema{Z yang dibubuhi tanda tangan
harus mendapat persetujuan pemilik tanda tangan.

(5)    Pesan   A-ma#  yang   disertai   dengan   lampiran   berkas   ffize/   sebaiknya
ukuran  berkas  maksimal  5  mb.  Apabila  lampiran  tersebut  berukuran
lebih  besar,  maka  lampiran  tersebut  dapat  dikirim  lebih  dari  satu  kali
atau disimpan.

(6)    cZocttment        sharfrig        ori-ZI.ne        Pemerintah        Kabupaten        Mirhika
https..//c!ond.Mt.mjhakab.go. jc!  Untuk  memanfaaatkan  layanan  docztmen
sharing oriz€rLe bisa menghubungi PD Teknis.

(7)    Koordinasi kedinasan dapat juga memanfaatkan e-ma£Z resmi tanpa harus
disertai lampiran.
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(8)    E-mci€Z  PD  dipergunakan  untuk  trans/er informasi  ke  dan  dari  zuebsife
Kabupaten Mimika, serta sins center Bupati Mimika dan PD terkait.

(9}    Dokumen resmi yang didistribusikan melalui e-mczfz adalah:
a. Naskah   dinas   produk   hukum   Daerah   yaitu   Peraturan   Daerah,

Peraturan Bupati, Peraturan Bersama dan Keputusan Bupati;
b. Naskah  dinas  surat  meliputi  Instruksi  Bupati,  Surat  Edaran,  Surat

Biasa, Surat Keterangan, Surat Perintah, Surat ljin, Nota Kesepakatan,
Surat  Pel]`anjian,   Surat  Perintah  Tugas,   Surat  Peintah  Peijalanan
Dinas, Surat Kuasa, Surat Undangan, Surat Keterangan Melaksanakan
Tugas,  Surat Panggilan,  Nota Dinas,  Nota Pengajuan  Konsep  Naskah
Dinas,   Lembar   Disposisi,   Telahaan   Star,   Pengumuman,   Laporan
Rekomendasi,  Surat  Pengantar,  Telegram,  Lembaran  Daerah,  Berita
Daerah, Berita Acara, Notulen, Memo, Daftar hadir, Piagam, Sertifikasi
dan SITPP; dan

c.  Data dan dokumen gambar serta audio Mimika visual.

(lot  Dalam   penggunaan   E-ma#   resmi   PD,   Kepala   /pimpinan   PD   wajib
menunjuk dan menugaskan aczrriri untuk
bertugas melakukan pengadministrasian e-ma{! masuk dan keluar dalam
bentuk jze kendali agenda surat elektronik, mencatat, mengamankan dan
mengarsipkan isi surat beserta lampirannya.

(11)  E-mai7 resmi jabatan penggunaan dan pengelolaanya diserahkan kepada
pejabat yang bersangkutan.

(12}  Pengguna  E-majz  resmi jabatan  dan  ac!mfn  E-mci#  resmi  instansi  waiib
untuk merahasiakan akun dan kata sandi bczsszuord/ yang dimiliki, dan
secara   periodik   bertanggung  jawab   melakukan   pergantian  pczsszuord
sesuai  kaldah  standar  keamanan  informasi  bagian  Ketiga  Pengelolaan
Akun E-r7LczZZ Resmi.

Bagian Ketiga
Lingkup Pemerintah Daerah

Pasal 33

Pengelolaan   akun   e-mczzz  resmi   lingkup   Pemerintah   Daerah   sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) meliputi:
a.   pengadministrasian e-mcLjz resmi;
b.   penomoran e-mczi7 resmi;
c.    pengelolaan pczsszuord E-7rLafz resmi; dan
d.   akun e-mafz non aktif.
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Paragraf 1
Pengadministrasian E-mail Re smi

Pasal 34

(1)    Proses penerimaan e-mdiz adalah sebagai berikut:
a.   e-77ici{Z masuk diagendakan pada agenda E-mdr! masuk;
b.   petugas E-mall membuka, mengunduh B-mail resrwi berseria

ta:mpirarmga (apaREa ada);
c.   tola kel,ol.a selcmjutnya rr.engi:ku:fi tata persurata:n ya:ng sudah berid:ku;

cZart
A.   Iampiran e-mall masuk ya:ng telah. diund:uh, disim:pan di homputer dan

c!Z bczc* t{p ke media penyimpanan secara periodik.

(2)    Proses pengiriman e-majz adalah sebagal berikut:
a.   e-rrLcz{Z keluar diagendakan melalui agenda e-ma£Z keluar;
b.   naskah dinas yang dikirim melalui E-mczt! diharapkan didistribusikan

dalam   format   pd/kecuali   formulir   isian   yang   harus   dikirimkan
kembali;

c.   naskah dinas yang dikirim harus sudah ditanda tangani, diberi nomor
dan tanggal, serta dibubuhi cap/stempel Kepala PD; dan

d.  untuk pengirimannya, petugas e-mcrfz memasukan tanda tangan dan
stempel  dinas  pada flze naskah  dinas  dan  mengirimkannya  sebagal
\amptraLn (attachmerit).

(3)    Format  agenda  kendali  E-mdrz  masuk  dan   e-mdrz  keluar,   serta  buku
kendali  persetuj`uan  tanda  tangan  -Kepala  PD  sebagalmana  tercantum
dalam   Lampiran   yang   merupakan   bagian   tidak   terpisahkan   dari
Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Penomoran E-mai7 Resmi

Pasal 35

(1}    Penomoran Daerah, e-mdrz Kepala PD tidak perlu diberikan nomor e-mazz.

(2)    Nomor  E-ma{Z  resmi  hanya  diberikan  untuk  e-mcizz  Perangkat  Nomor  E-
mczt7 resmi diketikan disudut kanan atas badan pesan /boc!gr messcige/.

(3|    e-ma€Z   resmi   menggunakan   format   sebagai   berikut:   Nomor   urut   E-
mail/bulan   romawi/tahun.   Contoh:    01/1/2022    [Nomor   urut   E-mcziz
masuk  atau  keluar  pertama  bulan  LJanuari,  Tahun  2022]  014/11/2022
[Nomor  urut  E-mci{Z  masuk  atau  keluar  keempat  belas  bulan  F`ebruari,
Tahun 2022|.



-20-

Paragraf 3
Pengelolaan Passtuord E-ma# Resmi

Pasal 36

(1)    Pczsszuord E-mat.i resmi bersifat rahasia.

(2)     PtzssLuorcz E-ma{Z PD  diketahui oleh petugas E-mcz€Z dan atau petugas  sttb
cZ:omcri7i, pej`abat struktural di lingkungan PD dan Kepala PD.

(&)    Password E-mat Kepala pD ha;nya diketahai oleh gang bersa:ngkutan.

(4)    Apabtla tdyadi pergcmtia:n kepal.a PD,  Passuiord E-mail aharL direset ol,eh
perfugas  dari  PD  Tek"is  dan  ahan  diberitcthuhan  password  gang  ba:ru
kepada PD.

(5)    Password  E-Trail  gang  balk  rwirimal  8  (Delepan)  ha:rakter,  terdiri  alas
hombinasi a:rutcun. ha:ruf la:tin kec[1 (a b c ..., z),  huruf l.cutn besar (ABC  ,.„Z)
czngka (1  23456789 0), contoh ; Rahasia.

Paragraf 4
Akun E-mcijz Non Aktif

Pasal 37

(1)    Akun   E~ma€Z  Resmi  jabatan   kepala   PD   Pemerintah   atas   perlnintaan
tertulis dari instansi yang bersangkutan dapat dinonaktifkan dan dihapus
oleh  PD  Teknis  karena  pejabat  bersangkutan  berhenti,  pensiun  atau
pindah instansi ke luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika atau
meninggal dunia.

(2|    Penonaktifan   dan   penghapusan   data   akun   E-mdrz   PD   sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan setelah dilakukan Mimika validasi data
dan  infomasi  dari  Badan  Kepegawaian  Daerah  dan  Pendidikan  dan
Pelatihan Kabupaten Mimika.

(3|    Seluruh data dalaln e-ma€Z j.abatan dinas yang sudah dinonaktiflcan dan
dihapus  diserahkan  kepada instansi yang  menangani  kearsipan  daerah
melalui instansi yang bersangkutan.

(4)    Ahm  E-mczz7 resmi  PD  dan  E-mczjz jabatan yang  tidak  digunakan  secara
aktif selama satu bulan berturut-turut akan dfoerHran peringatan secara
otomatis oleh sistem.
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Bagian Keempat
Larangan dan Sanksi

Pasal 38

(1)    Setiap pemilik akun e-mdrz resmi Pemerintah Daerah dilarang untuk:
a.  menggunakan akun E-run# jabatan dan instansi lain;
b.  mengubah atau berpindah akun E-rrLcz€! PD yang dimiliki;
c.  mengirimkan    dan/atau    mempublikasikan    e-mcziT   yang   berisikan

Mjm€kcz{"s,  program  berbahaya,  SARA,  ancaman,  penghinaan,  berita
bohong  /hocuc/,  pencemaran  nana  baik  orang  lain  atau  digunakan
untuk   mengemukakan   pandangan   dan   pendapat   pribadi   (positif
maupun negatifl terhadap semua pegawai,, pimpinan, mitra dan pihak
lainnya-

d.  menggunakan fasilitas E-mall untuk menyebarkan surat berantai atau
untuk mengirimkan E-mail atas nana orang lain;

e.  menggunakan E-mall PD untuk menyebarluaskan pornografi dan hal-
hal    lain    yang    diHarang    oleh   ketentuan    peraturan    perundang-
undangan;

f.   mendaftarkan  e-mail PD  untuk ke milis  (mailing list),  groups,  promo,
neuj s letter dan sejenisnya diluar urusan kedinasan;

9.  mendaftarkan  E-mall  PD  kesitus  yang  tidak  sesuai  dengan  tugas2
fungsi dan wewenang pengguna;

h.  mengirimkan  pesan  yang  tidak  diperlukan,   dibutuhkan  dan   atau
diminta (span)-, dan

i.   membuka,   mengunduh   kiriman   e-mail   dan   membuka   link   yang
sifatnya di luar kedinasan.

(2)    Setiap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan sanksi berupa:
a.  penonaktifan akun E-ma#-i dan
b.  sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3)    Pengaktifan kembali ahem E-mczjz resmi instansi dan e-mdiz jabatan dapat
dilakukan  setelah  adanya  permintaan  resmi  dari  pejabat  atau  instansi
yang bersangkutan setelah dHeng-kapi dengan berita acara pengaktifan E-
mczz.i dan mengisi surat pemyataan untuk tidak melakukan pelanggaran
telah  disetujui  oleh  atasan  langsung  setingka.t  eselon  11  pada  instansi
yang bersangkutan.
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BAB IV
pENGELolAAN slTus lhrEB RESMI DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN MIMIRA.

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

Pembangunan    situs    zueb   resmi    Pemerintah    Daerah    bertujuan   untuk
mewujudkan  sistem  informasi  berbasis  zueb  dengan  memanfaatkan  nana
c!orrLci{rL    resmi    Pemerintah    Daerah    yang    bertujuan    memberikan    atau
menyediakan    data    dan    informasi    bagi    kepentingan    penyelenggaraan
pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik.

Bagian Kedua
Situs Web Pemerintah Daerah

Pasal 40

(1)     Situs Lueb Pemerintah Daerah terdiri dari situs Lueb induk dan situs u/eb
PD.

(2)     Situs  web  Pemerintah  Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (I)
sebagal    sarana    untuk    menyampalkan    informasi    penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

(3)     Penamaan alalnat situs web induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yaitu: https:/ /www. Mimikakab.go.id

(4}     Penamaan  alamat  situs  web  PD  sebagainana  dimaksud  pada  ayat  (1}
dengan pengetikan sebagai berikut https: / /www. Mimikakab.go.id.

Pasal 4 1

Dalam  hal  PD  belum  memilik  situs  toeb  PD  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal   40   ayat   (4),   dapat   memanfaatkan   situs   zoeb   Induk   sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), untuk keperluan penyajian informasi PD.

Pasal 42

Situs tueb Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1),
harus     memuat     konten     yang     berisikan     informasi     penyelenggaraan
pemerintahan,  pembangunan  dan  kemasyarakatan  yang  balk,  aktual  dan
akurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Bagian Ketiga
Pembuatan dan Pengembangan

Paragraf I
Pembuatan

Pasal 43

(1}    Setiap pembuatan situs tueb PD seba`galmana dimaksud dalam Pasal 40
terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan PD Teknis.

(2)    Bagi PD yang akan membuat situs "eb PD sebagaimana dimaksud pada
ayat  (1)  terlebih  dahulu  mengajukan  surat  permohonan  kepada Dinas
untuk  mendapatkan  alokasi ruangan  hostr`7tg sebagal  sub  domain  dari
trttp://urujw.NImihahab.go.id.

(3)    Pembuatan  situs  u/eb PD  sebagaimana dimaksud pada ayat  (2),  harus
mengacu    kepada    pedoman    standarisasi    pembuatan    situs    t#eb
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4)      Dalam  hal  PD   sudah  memiliki   hostirig  yang  berada  di  luar   7tostzng
http..//zuzuzu.ne"rfeahab.go. ife diwaj`fokan menyerahkan alamat atau URL
Situs  Web  PD  untuk  dilakukan  redirect oleh  PD  Teknis  dengan  nana
alamat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(5|   Dalam hal situs tueb PD sebagainana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa
dilakukan  rec{t.reck karena  alasan-alasan  tertentu,  maka  situs  u/eb  PD
yang  bersangkutan  diwajibkan  pindah   hostzrLg  ke   host!rLg  situs   zueb
induk untuk dijadikan sttb domczz.n.

Paragraf 2
Pengembangan

Pasal 44

(1),   Setiap   pengembangan   situs   zueb  PD   sebagaimana  dimaksud  da]am
Pasal  39  ayat  (4)  terlebih  dahulu  diberitahukan  secara tertulis kepada
PD Teknis.

(2)   Pengembangan  situs   ujeb  PD  sebagainana  dimaksud  pada  ayat  (1)
berupa  perubahan  fitur-fitur  dart  situs  toez)  yang  terbangun,  sudah
terstandarisasi,   dengan  mencantumkan  detil  teknis  perubahan  dan
pengembangannya.
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Bagian Keempat
Pengendalian

Pasal 45

(1)   Pengendalian   terhadap   pengelolaan   situs   I"eb   Pemerintah   Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan oleh PD Teknis untuk
mengatur dan menertibkan pengelolaan situs tueb Pemerintah Daerah.

(2}   Pengendalian seba`gaimana dimaksud pada ayat (1| meliputi:
a.  pengendalian teknis; dan
b.  pengendalian konten.

(3)   Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hunrf a, yaitu
terhadap   aspek   telmis   situs   zDeb   induk   dan   situs   tueb   PD,   agar
pengelolaannya dapat berjalan dengan lancar.

(4)   Pengendalian konten sebagalmana pada ayat (2) humf b, yaitu terhadap
aspek  konten  situs   "eb  untuk  memastikan  konten  yang  disajikan
bersifat aktual, akurat dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan
perundang-undangan yang b€rlaku ,

(5)   Pengendalian  teknis  dan  pengendalian  konten  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (2| untuk situs  web PD  dilakukan oleh pengelola situs pada
PD.

Bagian Kelima
Pengelola Situs Web

Pasal 46

(1)    Pengelola situs  tueb induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
dilakukan oleh Tim Pengelola situs zueb induk;

(2)    Tim  pengelola  situs  web  induk  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
ditetapkan oleh Bupati dengan susunan sebagal berikut:
a.  pembina;
b.  pengarah;
c.  ketua;
d.  wakil ketua;
e.  sekretaris;
f.   koordinator; dan
8.  an88Ota.

(3)    Pengelola situs "eb pD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (1) terdiri dari :
a.   Web administrator;
b.   Data erltrI/ atau cittthor, dan
c.  Data Hunti:ng ate:u reporter.

(4)    Pengelola situs  tueb PD  sebagaimana dimaksud pada ayat  (3)  ditetapkan
oleh Kepala PD.
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Bagian Keenam
Pembiayaan

Pasal 47

Pembiayaan  atas  pengelolaan  situs  zueb  Pemerintah  Daerah  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Mimika.

Bagian Ketujuh
Pelaporan

Pasal 48

(1}    Setiap  PD  watib  menyampaikan  laporan hasil  pelaksanaan  pengelolaan
situs Lueb PD kepada Bupati melalui PD Teknis.

(2)    Laporan hasil pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) disampaikan kepada Bupati melalui PD Teknis.

(3)   Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi tentang
Mimika, I/ozttme pengisian konten aktif.

(4)   Mimika atas pengelola situs tueb dan kegiatan pengumpulan data paling
sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalaln Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Tinika
Pada tanggal, 21 Juni  2023

Plt.  13UPATI MIMIKA,
ttd

JOHANNES RE'ITOB
Diundan8kan di Timika
Pada tanggal, 21  Juni  2024

Pi.  SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd

PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIRA TAHUN 2024 NOMOR 29.



®SALINAN
IAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MIMIKA
NOMOR       29     TAHUN 2024
TENTANG        PENGGUNAAN    DAN    PENGELOLAAN
SITUS    WEB   RESMI,    NAMA    DOMA+N   DAN    SCJB
Doj\4AJ]\r,   E-Man  RESMI   pD   DAN   E-A4An   RESMI
PEUABAT PEMERINTAH KABUPATEN MIMIRA

A.      PEDOMAN STANDARISASI PEMBUATAN SITUS  WEB
1.     Standarisasi situs web

Standardisasi  situs  zueb  di lingkungan  Pemerintah  Kabupaten
Mimika dimaksudkan untuk membentuk keseragaman secara khas
akan profil Kabupaten Mimika.

Latar Belakang diperlukannya keseragaman ini adalah untuk:
a.     memudahkan proses interoperabilitas situs Lueb pD;
b.     mewujudkan  prinsip   "one  jnpwt /or  many  pwaposec!,  dimana

semua situs  zueb maupun  aplikasi yang berhubungan  dengan
data   seluruh   PD   terintegrasi   langsung   dengan   situs   tueb
Minihakab.go,id;

c.      membangun ciri khas situs tueb pemerintah Daerah;dan
d.     memberikan panduan pengelolaan situs Lueb pada seluruh

PD  agar  aplikasi  dan  data  di  dalamnya  dapat  dikelola  secara
aktif dan dinamis. Yang distandarkan dalam Peraturan Bupati
ini    ada-lab    meliputi:    Lapisan    `Presentasi,    Teknologi    dan
Kodefikasi pada layanan informasi berbasis internet.

Lagout dan NaMilwihaigasi
Antar    muka    yang   sesuai    dengan    sfandcird    Zagott€   dan

nciMjm{ha€gas{ standard situs zueb PD meliputi:
e\.     desain   (memanfaatkan   CSS/   Cascading   Skyte   Sheet)   pada

keseluruhan  style yang ada secara konsisten  dalam  pemilihan
wama  dan jenis  huruf dan  Zagrout yang berstruktur jelas  dan
memHiki ciri khas di setiap halaman situs;

b.     terstruktur   halaman   /header,   struktur   riaMjm€kcrfgczsz.  menu
pada  kiri  atau  kanan  halaman  konsisten,   halaman  utama,
footeT);

c.      heczder    tefambar    yang    representatif    dan     tulisan     yang
menyatakan  identitas  PD  yang  memiliki  situs  "eb  tersebut,
1ambang Kabupaten Mimika,  fasilitas  peta situs,  searcJb  home,
kontak (struktur pengelola situs toeb/ dan tanggal.

3.     Penamaan  Domdrn  Penamaan  Domain  untuk  situs  u/eb  PD  harus
disesuaikan    dengan    ketentuan    peraturan   yang    berlaku    dan
diinformasikan Kepada PD Teknis.

4.     Pengajuan  Emdrz PD  Teknis  menetapkan  penamaan  ciccot/nt e-  mci£Z
PD    berdasarkan    nomenklatur    PD    yang    disesuaikan    dengan
peraturan yang berlaku.
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5.     Penambahan  Menu  Pada  dasarnya,  menu-menu  standar  di  dalam
Situs   Web  PD  sepenuhnya  menjadi  hak  dan  kebutuhan  PD  itu
sendiri,     kecuali    menu-menu    yang    telah    ditetapkan    untuk
interoperabilitas  untuk  menunjang  situs  zueb A4ijm€feczkab.go.jd yang
meliputi     menu    berita,     sorotan    kata,     data     statistik     (data
pembangunan) dan profil data PD.  Selain itu menjadi hak pihak PD
untuk menambah dan mengubah, dengan -ketentuan;
a.     cZczfa  bcise  Situs   Web  PD  yang  telah   dilakukan   standarisasi

sistem   dan   interoperabilitas   sebagai   penunjang   tueb   portal
Mjm{hakcib.go,rd kemudian dikoordinasi dengan PD Teknis; dan

b.     setiap  perubahan   struktur   czatci  hose  Situs   Web  PD   harus
diinformasikan kepada PD Teknis.

6.      Aplikasi standar
Aplikasi standar meliputi:
a.    peta  situs  (berupa  struktur  kategori  naMijwikci{gas{  situs  tueb

setiap ada. penambahan,  pengurangan atau pengubahan menu,
1angsung berpengaruh pada peta situs ) ;

b.    artikel (tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian
saat ini) ;

c.    berita    (berita.    terbaru     seputar    PD     tersebut    dan    yang
berhubungan);

d.    1ayanan (informasi berupa layanan-layanan yang diberikan oleh
PD atau berhubungan dengan ruang lingkup fungsinya) ;

e.    agenda   (agenda  PD   dapat  juga   sebagai   ajang   promosi   dan
informasi, eREmzRae7tt, pameran, dsb) ;

f.     data statistik (data dari pD dalam bentuk angka-angka statistik,
dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, grafik) ;

9.    buku tamu (buku talnu yang dapat diisi oleh pengunjung situs);
h.    link terkait {link-link yang terkait dengan pD};
i.     galeri  (kumpulan  gambar  yang  dapat  dilihat  oleh  pengujung

berdasarkan kategori kategori) ;
j.     polling   (polling   mengenai   suatu   hal   yang   dapat   diisi   oleh

pengunjung situs untuk dimintai pendapatnya) ;
k.    search  (memHiki  search  engt`ne  yang  terdiri  dari  search  -biasa

adMinikacmced search).,
1.     mampu  mengirimkan  e-mail  kepada web  administrator  (co7ifact

us);
in.   daftar    istilah    {daltar    kata-kata    pada    konteks    PD    yang

bersangkutan yang perlu untuk dijelaskan) ;
n.    keterangan    tanggal    modifikasi    toada    bagian-bagian    statis

maupun   dinamis   terdapat   keterangan   modifikasi   infomasi,
dapat   berupa.   rekapan   tanggal   modifikasi   ataupun   catatan
tanggal modifikasi yang ada di setiap bagian tersebut) ;

o.    format hari dd, bulan mm,  tahun yy,  pilihan menu bahasa dua
bahasa (Indonesia, Inggris, teks beljalan) ;

p.    footer (pemilik situs web, tahun pengembangan); dan
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q,    nciMijwihaigczs€  (pengurijung  dapat  mengetahui  lokasi  halaman
yang diakses, setiap halaman memiliki judul halaman yang unik
dan representatif) .

7.     Struktur content
Struktur menu pada setiap PD tergantung dari kepentingan PD

yang   bersangkutan.   Namun   terdapat   beberapa   hal   pentingyang
harus diperhatikan, antara lain:
a.   bersifat   dinamis   (dapat   ditambahkan,   diubah,   dipindahkan,

dihapus sesuai dengan kebutuhan) ;
b.   memiliki struktur hierarki menu;
c.   pengelompokan  kategori/taksonomi  /kategori  menu yang  dibagi

dengan  aturan  tertentu  yang memudahkan  pengupjung untuk
mengakses;

d.   setiap penambahan, pengurangan, penghapusan, dan perubahan
struktur menu langsung berpengaruh pada peta situs;

e.   memiliki administrasi untuk pengaturan;
i.    mana]-emen menu (content management system);
9.   manajemen user, dan
h.   manajemen   approMimikaal   (baik   untuk   content   berita,   data

statistic, forum dsb).
8.      Interaksi Manusia -Komputer

a.    €riter/czce menarik dan berkesan profesional agar mencerminkan
PD sebagai aparatur pemerintah yang diwakilkan oleh situs PD,
meliputi  tata  letak,  wama,  dan  huruf yang  digunakan  pada
situs;-b.   rneTnberfkan -kemudrhan pe:ngelohan bagi pengckita stfus,  gaitu

kerrnd,aha:n dalam rna:rambah, mengubah, menghapus data gang
cida pada si.fas web;

c.    pengguna  dapat  menge±chui  respon  sgstem;  dan  d.  si:fas  u)eb
menarnptlhan kapc[n suati. condenl teTakhir dimu takhirlcan.

9.      Teknologi
Teknologi    @Zcl€/o7m/   yang    digunakan    oleh    situs    u/eb    di

lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Mimika,  baik  untuk  Situs  Web
Induk  maupun  Situs  Web  PD  harus  memenuhi  ketentuan  sebagal
benrfut:
a.    stabil dan aman;
b.   tidak melanggar hak cipta siapapun; dan
c.   hak cipta dan source code sepenuhnya milik Pemerintah

Kabupaten Mimika.
10.    Kodefikasi

Contoh   penamaan   Acooztnt   e-ma£Z   yang   diusulkan,   sebagai
berikut:
Bupziti {bupati@Miwihakab. go. id)
W ckf:1 Bupa.ti (wabap@Min:ilkakab. go. id)
Sekda (sekda©dirmiha:ha:b. go.id)
Se:1netariat D aLerah (s eida@Miwikahab. go.id)
Pe;rangk:zrt Daerah (diskominfio(g)Mrmihakab. go.id)
Distrik (Distmiru ikakab- t'c!/.
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11.    Pengelola situs  WebpD
Dalam  rangka  menjaga  kelancaran,  keamanan,  ketertiban,  selalu
ztpczate  baik  dalam  pembangunan,  pengembangan  maupun  dalam
pemeliharaan  situs  tueb  induk  dan  situs  t#eb  PD  perlu  adanya
pengelola.
Pengelola situs zt/eb dibagi sebagai berikut:
a.     pengelola  situs  toeb  induk  dilakukan  oleh  tim  pengelola  situs

tueb induk;
b.      pengelola situs tueb pD dilakukan oleh:

I.   u]eb administrafror,.
2.   data entry citcztt ottthor,. dan
3.   data hunti:ng ata:n reporter.

12.  Mekanisme Kerja Akses Internet
a.     menyampaikan surat permohonan dialokasikannya hosting dan

pembuatan cfofaz)ase untuk PD yang bersangkutan, jika belum
memiliki  hos££rLg,.

b.     dalam   hal   situs   Lueb  PD   sudah   terlanjur   memiliki   hosti.ng
sendiri,   maka   PD   yang   bersangkutan   mengirimkan   surat
pemberitahuan alamat internet atau URL situs tueb PD, kepada
PD Teknis;

c.      dengan  alamat  atau  URL  itu,  PD  Teknis  melakukan  redf7iect
atau     teknik-teknik     lain     dalam     mengubah     DNS     agar
pengalamatan   Situs   Web  PD   sesuai  dengan   peraturan   dan
perundang-undangan;

d.     pelaksana  ttpzoacz  aplikasi   c!afa  base  dilakukan  sendiri  oleh
pihak  ac!m{nistrator  situs  t~eb  PD  atau  oleh  pihak  konsultan
yang ditunjuk PD;

e.      selesai proses ttpzocicz aplikasi dan c!cztabase selesai, selanjutnya
pihak edm€nistrotor situs  t#eb PD melakukan tahapan uji coba
operasional;

f.      PD Teknis hanya bertanggungjawab dalam hal menjaga
kelancaran akses, sedangkan yang menyangkut aplikasi
updating menu-menunya, tetap menjadi tanggung]'awab
pengelola z~eb PD.



-5-

a.      CONTOH NAMA DOA4A+IVDAN  SUB DOMAIJV.
INSTANSI FORMAT

Pemerintah Daaeh Format
Karakter nana [Pemerintah Daerah atau
Singkatannya diikuti wilayah keberadaan
pemerintah daerah] ,go.id

Contoh:
Mmihakab.go.id

Lembaga Legislatif Format
Daerah 1.  Menjadi Sttb c!oma{n Pemerintah Daerah

2.  Karakter mama [Lembaga Legislatif Daerah
atau singkatannyaT.
Mj;mi:hakab. go.id

Contoh:
DPRD Kabupaten Mimika:
Dprd. Min:ihahab.go. id

PD, Rumah Sakit Umum Format:
Daerah, Kecamatan, dan 1.  Menjadi Sttb czomczirL Pemerintah Daerah
Kelurahan. 2.  Karakter nana [PD atau

singkatannya]. Mjmzhahab. go. id
3.  Karakter mama rsud-[Narna Rumah Sakit

Umum        Daerah        atau
singkatannya]. Mjm{*ahab. go. id

4.  Karakter nana Dist-[Nama Dsitrik atau
singhatannya|. dfro€hafetzb. go. £c!

5.  Karakter nana kel-[Nama Kelurahan atau
singkatannya]. Mjrwihakab. go. !d

Contoh:
1. Sekretaris Daerah: Setda. Mimikakab.go. t.d
2,  Sekretaris DPRD:

Sehaetarisrdprd. Mi.mi:kahab. go. i.d
setwci,n. Mini:ka:ha:b.go. id

3.  Dinas Komunikasi dan lnformatika:
dishorrinj;o. rmmihakab.go. id

4.  Dinas Ketahanan Pangan:
dky.Minjhahab.go. id

5.  Rumah Sakit Umum Daerah Mimika:
r`siltl`NImiktik`tl`1.`tgl]`i(I

6.  Distril£ Mirhika', dist. Minihakab.go. id
7.  Kelurahan otomona:

KetotorTrorLa. Miniha:kab. go. id
Catatan:

Selama tidak diidentifikasi atau tidak
berpotensi diidentifikasi duplikasi nana, maka
diizinkan untuk menambahkan identitas lain
ang merujuk pada instansi tersebut.
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Unit Pelaksana Format:
eknis 1. Menjadi sub domdrn Pemerintah Daerah

2. Karakter nana [Nama Unit Pelakeana
Teknis atau singkatannya]-[lokasi
keberadaan          UFT tersebut]
Miindkahab, go. id

3.  Karakter nana tr]uskesmas atau pkm|-
[lokasi                      keberadaa           UPT
tersebut].Mmihakab.go.id

Contoh
1 . Pengelolaan Rumah

Potong Hewan: Upt-Rph. M[mikahab. go. jcz
2. Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan

Rakyat : Sistem Penyediaan Air Minum
Puprspam-Minika:ha:b. Mi:miha:kab. go. id

3.  Puskesmas:
puskemas- MiTwikakab.
Minihahab. 90. id
pkm-jil.eale. Mimlka:ha:b. go, id

Pemerintah Kanpung Format
1.  Menjadi  st/b c!omcz{ri Kampu7tg.id atau  sw

domdrri Pemerintah Daerah.
2.  Karakter   mama    [Nama   Kampung   ata

singkatannya] Kampttng. id
S. Karakter narrla Kampung-[Nama Kampun

atau singkatannya]. Mjm€ha.go. jcz
4. Karakter   nana   [Nama   Kampung   atau

Singkatannya].Kampwng.L{mattAsriid
Contoh:

1.  Kampung Limau Asri: L{arrLztas7i.go.id
2.  Kanpung Bintuka

Kanpung- Birrfui:ka. Mmiha:ha:b. go.id
Layanan Publik dan Format:

dministrasi Pemerintah 1.  Men]`adi sttD domcit`n Pemerintah Daerah.
2 . Karakter mama [Nama Layanan Publik dan

dministrasi Pemerintah atau singkatannya].
Mwihahab.go. id Contoh..

-L    Jaringan    DQkumentasi    dan    lnforma
Hu]ru:IrLjdih.Mmikahab.go.id
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C.     KARA:RTER INALMA. DOMA.IN ATAU SUBDOMAIN
1.     Terdiri dari minimal 3 (tiga) karakter dan maksimal 63 (enam puluh tiga)

karakter (huruf) , angka, tanda minus/penghubung).
2.     Nana DomdirL atau  S{tb c!omdrn terdiri atas huruf (A,Z,  a-z),  angka(O- 9)

dan karakter hgperL ("-").  karakter  hgpen tidak boleh digunakan sebagai
awal  atau  akhir,  serta  sebagai  karakter  secara  berurutan  dari  suatu
Nana ±ch atau Sttb c±orrtch.

3.     Nana Doma£7i atau  Sub c!omcl{rl dapat  diawali dengan huruf dan diikuti
dengan  angka  atau  diawali  dengan  angka  dan  diikuti  dengan  huruf.
Nana  DomcL{n  tidak  dapat  hanya  menggunakan  angka  untuk  seluruh
Nana DomdirL.

D.     FORMAT AGENDA KENDALI E-j`4AZL MASUK DAN E-JIZAEL KELUAR SERTA
BUKU KENDALI PERSETUJUAN TANDA TANGAN KEPALA PD.

Buku Agenda Email Masuk

No

E-mcdi Naskah Dinas E-mcattattehoerut Ke

Nomor E- T8l. E- T8l.
Penerima[Nana&

Dari Nomor
T8l H

Lampiran

mall matt Downdoad Ttd] Surat

Buku Agenda Errrfuz Keluar

No

Naskah Dinas E-rnail cctac1unerLt E-mail Ke

Tgl Sub Unit Nomor Tgl
Hal Lamp Nomor E- Tgl Status

Pen8mm[Nana&

Terima Pengolah Surat Surat rrrail Kirim Kirim Ttd]

Buku Kendali Persetujuan Tanda Tangan Kepala PD

No Nomor E-mall Hal

Paraf KepalaPD

Paraf Pengirim
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E. CONTOH         SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN  SuB DOMAZIV

PD.

No-
Lanpiran :
Perihal      : Pendaftaran Sz/a

HOP SURAT

Mimika,..........

Kepeda Yth.
Kepala Dinas Komunikasi dan  lnforrnatika
Di-

c!omat.n perangkat Daerah                Timika

Dalarn   rangka   implementasi   Sistem   Pemerintahan   Berbasisi   Elektronik
(SPBE) pada PD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mimika Nomor
:   28   Tanggal   02   Juni   tentang   Penyelenggaraan   Sistem   Pemerintahan
Berbasis  Elektronik di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Mimika,  dengan
ini kami sampaikan permohonan pendaftaran  Sztb domaz.rl PD yang dikelola
deh  Dines  Krmunifesi  dan  lnformathra  habtxpaten  Mimika.  sefamiuthya,
untuk   kelancaran   proses   pendaftaran   bersama   ini   kami   sampaikan
informasi berikut:
Nana st{b domou'7i
IP Publik Hosting
Nan Pengelala
NIP
IJabatan
No.  HP
Demikian Permohonan ini disampalkan, atas banguan dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih

Jabatan penanggung jawab

Nama Penandatangan

Catatan
Form ini merupakan contoh surat permohonan, mohon isi surat untuk dapat disesuaikan
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F.        CONTOH SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN DOA4AAV PERANGKAT
K"PUNG.

Nomor
hampiran
Perihal Pendaftaran Shob

HOP SURAT

Mimika,..........

Kepada Yth .
Kepala Dinas Komunikasi dan  lnformatika
Di-

domdrn perangkat Daerah                Timika

Dalam   rangka   implementasi   Sistem   Pemerintahan   Berbasisi   Elektronik
(SPBE} pada PD sebagaimana[ diatur dalam Peraturan Bupati Mimiha N-onior
:   28   Tanggal   02   Juni   tentang   Penyelenggaraan   Sistem   Pemerintahan
Berbasis  Elektronik  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Mimika,  dengan
ini kami  sampalkan perlnohonan pendaftaran  Sztb c!oma{7i PD yang dikelola
oleh  Dinas  Komunikasi  dan  lnformatika  kabupaten  Mimika.   selanjutnya,
unt`ck   kelancaran   prQses   pendaftaran    bersama`   ini   kami   sampalhan
informasi berikut:
Narna swb cfomdrn
Ip pubiik HOsfjno
Nana Pengelola
NIP
Jabatan
No.  HP
Demikian Permohonan ini disampaikan, atas bang\ran dan keljasamanya
diucapkan terima kasih

Lfabatan penanggung j awab

Nama Penandatangan

Catatan
Fomi ini merupakan contoh surat permohonan, mohon isi sLirat untuk dapat disesuaikan
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G.      CONTOH SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN  SLB DOJ14AJIV
PEMERINTAH KAMPUNG.

Nomor
hampiran :
Perihal      : Pendaftaran Shoo

HOP SOEIAT

Mimika,..........

Kepada Yth.
Kepala Dinas Komunikasi dan  Infomatika
Di-

domo€r} Perangkat Daerah                Timika

Dalam   rangka   implementasi   Sistem   Pemerintahan   Berbasisi   Elektronik
{SPBE} pada ED sebegaimarra diatur dalam Peraturan Btxpati Minilra REmor
:   28   Tanggal   02   Juni   tentang   Penyelenggaraen   Sistem   Pemerintahan
Berbasis  Elektronik di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Mimika,  dengan
ini kami sampaikan permohonan pendaftaran  Sz/b domaz'rL PD yang dikelola
oleh  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  kabupaten  Mimika.  selanjutnya,
untuk   kelancaran   proses   pendaftaran   bersama`   ini   kami    sampalkan
informasi berikut:
Nama sztb domdrrL
|p pubiik HOstino
Nana Pengelola
NIP
IJabatan
No.  HP
Demikian Permohonan ini disampaikan, atas banguan dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih

J'abatan penanggung jawab

Nana Penandatangan

Catatan
Form ini merupahan contch surat perlnohonan, mohon isi surat untuk dapat disesuaikan
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H.       CONTOH SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN  sup Dori4A+IV
PELAYANAN PUBLIK DAN/ATAU ADMINISTRASI PEMERINTAH.

Nomor
Lanpiran
Perihal Pendaftaran Sub

KOPSURAT

Mimika,..........

Kepada Yth.
Kepala Dinas Komunikasi dan  lnformatika
Di-

domain perangkaLt Daerch                 TinikaL

Dalaln   rangka   implementasi   Sistem   Pemerintahan   Berbasisi   Elektronik
(SPBB} pada FD sebagdrana diaEtur dalam Peraturan Bupati Minika Z`fomor
:   28   Tanggal   02   Juni   tentang   Penyelenggaraan   Sistem   Pemerintahan
Berbasis  Elektronik di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Mimika,  dengan
ini kami sampaikan permohonan pendaftaran  S(tb domou.ri PD yang dikelola
oleh  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  kabupaten  Mimika.  selanjutnya,
urituk   kelancaran   prc)sea   pendaftaran    bersama   ini   kami   sarnpaikan
inforrnasi berikut:
Nana sttz) czoma!rt
lp fubiik HOstry
Nama Pengelola
NIP
Jabatan
No.  HP
Demihian Permohonan ini disampaikan, atas banguan dan keljasamanya
diucapkan terima kasih

Jabatan penanggung jawab

Nana Penandatangan

Catatan
Form ini merupakan contoh surat permohonan, mohon isi surat untuk dapat disesuaikan
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I.         CONTOH SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN NAMA DOJ14AAV
DEN|  A:TA:H  S:UB DOMAIN.

Nomor
Lanpiran
Perihal Pendaft- Sub

KOPSURAT

Mimika,.........

Kepada Yth.
Kepala Dinas Komunikasi dan  Informatika
Di-

domGir} Perangkat Daerah                Timika

Dalaln   rangka   implementasi   Sistem   Pemerintahan   Berbasisi   Elektronik
{SPBE} pals ED sehagaimana diatur dalarn Fbeturrm Bupati Miniha Nomor
:   28   Tanggal   02   Juni   tentang   Penyelenggaraan   Sistem   Pemerintahan
Berbasis  Blektronik di  Lingkungan Pemerintah  Kabupaten Mimika,  dengan
ini kami sampaikan permohonan pendaftaran  Sztb domafro PD yang dikelola
oleh  Dinas  Komunikasi  dan  lnformatika  kabupaten  Mimika,  selanjutrya,
urituk   kelancaran   proses   pendaftarari   bersama   ini   kami   sampaikan
informasi berikut:
Narna sub domain            ..
Ip pubiik HOstry
Nana Pengelola
NIP
Jabatan
No.  HP
Demikian Permohonan ini disampaikan, atas banguan dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih

J'abatan penanggung jawab

Nana Penandatangan

Catatan
Form ini merupakan contoh surat permohonan, mohon isi 8urat untuk dapat disesuaikan
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J.      CONTOH SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN LAYANAN HOS7TIVG PD.

Nomor
hampiran
Perihal Pendaftaran SzJb

HOP SURAT

Mimika'.....

Kepada Yth.
Kepala Dinas Komunikasi dan  lnformatika
Di-

domcwi perangkat Daerah                Timika

Dalaln   rangka   implementasi   Sistem   Pemerintahan   Berbasisi   Elektronik
{SPBB} pede FD sehagalrrmm diaEtur dalam PenaLturan Bupati Mimiha Nomor
:   28   Tanggal   02   Juni   tentang   Penyelenggaraan   Sistem   Pemerintahan
Berbasis  Elektronik di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Mimika,  dengan
ini kami sampalkan permohonan pendaftaran S(tb domain PD yang dikelola
oleh  Dina§  Komunikasi  dan  Informatika  kabupaten  Mimika.  §elanjutnya,
untuk   kelancarari   proses   pendaftaran    bersamaL   ini   kami   sampajkan
informasi berikut:
Nama sztb czorrLain
|p pubiik HOstino
Nana Pengelola
NIP
Jabatan
No.  HP
Demikian Permohonan ini disampaikan, atas banguan dan ker).asamanya
diucapkan terima kasih

J`abatan penanggung jawab

Nana Penandatangan

Catatan
Form ini merupakan contoh surat permchonan, mohon isi surat untuk dapat diseouaikan
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K. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN LAYANAN HOS7`JIVG
PERANGKAT PEMERINTAH KAMPUNG.

Nomor
hampiran
Perihal Pendaftaran Sub

HOpsumT
Mimika,.......

Kepada Yth.
Kepala Dinas Komunikasi dan  Informatika
Di-

doma!.ri perangkat Daerah                Timika

Dalam   rangka   implementasi   Sistem   Pemerintahan   Berbasisi   Elektronik
{SEBB} pads PD sebagaimana diaEtor dalam Perattrmn Bupati Mimiha P`tomor
:   28   Tanggal   02   Juni   tentang   Penyelenggaraan   Sistem   Pemerintahan
Berbasis  Elektronik  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Mimika,  dengan
ini kami sampaikan permohonan pendaftaran  Sztb c!orrLatri PD yang dikelola
oleh  Dinas  Komunikasi  dan  lnformatika  ka.bupaten  Mimika.  selanjutnya,
untuk   kelancaran   proses   pendaftaran   bersama   ini   kami   sarnpaikan
informasi berikut:
Narna sub doTnain             ..
Ip pubiik Hosting
Nana Pengelola
NIP
IJabatan
No.  HP
Demikian Permohonan ini disampaikan, atas banguan dan keriasamanya
diucapkan terima kasih

Jabatan penanggung jawab

Nana Penandatangan

Catatan
Form ini merupakan contoh surat permohonan, mohon isi surat untuk dapat disesuaikan
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L.    CONTOH SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN LAyANAN HOsrlIVG
MASYAFtAKAT.

Nomor
Lanpiran :
Perihal      : Pendaftaran Shoo

HOP SURAT

Mimika,..........

Kepada Yth.
Kepala Dinas Komunikasi dan  Informatika
Di-

domat.rL perangkat Daerah                Timika

Dalam   rangka   implementasi   Sistem   Pemerintahan   Berbasisi   Elektronik
{SFBE} pads PD sebagaimana diatur dalam Fdeturan Bupati Mitnike Nc-I
:   28   Tanggal   02   Juni   tentang   Penyelenggaraan   Sistem   Pemerintahan
Berbasis  Blektronik di  Lin8kungan  Pemerintah  Kabupaten  Mimika,  dengan
ini kami sampaikan permohonan pendaftaran  Sttb domdrn PD yang dikelola
oleh  Dinas  Komunikasi  dart  lnformatika  kabupaten  Mimika.  selanjutnya,
urituk   kelancaran   proses   pendaftaran   bersama`   ini   kani   sanpaikan
informasi berikut:
Nama sttb c!omdrn
|p pubiik HOstino
Nama Pengelola
NIP
Jabatan
No.  HP
Demikian Permohonan ini disampaikan, atas bang\ran dan keljasamanya
diucapkan terima kasih

Jabatan penanggung j awab

Nama Penandatangan

Catatan
Form ini merupakan contoh surat permohonan, mohon isi surat untuk dapat disesuaikan
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M. CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMINDAIIAN IAYANAN HOSTAVG

Nomor
I-piran
Perihal Pendaftaran Shoo

HOP SURAT

Mimika,..........

Kepada Yth.
Kepala Dinas Komunikasi dan  lnformatika
Di-

domci!.rL perangkat Daerah                 Timika

Dalam   rangka   implementasi   Sistem   Pemerintahan   Berbasisi   Elektronik
{SPBB} peda. PD sebegalrrrma diatur dedam Peraturam Bupati Mirriha N.omofr
:   28   Tanggal   02   Juni   tentang   Penyelenggaraan   Sistem   Pemerintahan
Berbasis  Blektronik di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Mimika,  dengan
ini kami sampalkan pemohonan pendaftaran  Sz/b domaz.n PD yang dikelola
oleh  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  kabupaten  Mimika.  selanjutnya,
urituk   kelancaran   proses   pendaftaran   bersama`   ini   kani   sampaikan
informasi berikut:
Narna sub domain
IP Publik Hosfing
Nana Pengelola
NIP
Jabatan
No.  HP
Demikian Permohonan ini disampaikan, atas banguan dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih

Jaba-tan penanggung jawab

Nana Penandatangan

Catatan
Form ini merupakan contch surat permohonan, mohon isi surat untuk dapat disesuaikan

N.     KARAKTER AIAMAT EMAIL
Format:

Karalcter alamat email |namaL pengguna]@Minihakab. go.id
Contoh

RI]cieniwihakab. 90. Id



-17-

0. KARAKTER USERNAME DARI ALAMAT EMAIL
Format:

Karakter usemame dari alamat email [nama pengguna]
Contoh

riki

P. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENDAFIARAN AIAMAT Ejl4AIL PD.

Nomor
Lanpiran :
Perihal      : Pendaftaran Sztb

HOP SURAT

Mimika,.........

Kepada Yth.
Kepala Dinas Komunikasi dan  Informatika
Di-

tzomcz{n perangkat Daerah                 Timika

Dalam   rangka   implementasi   Sistem   Pemerintahan   Berbasisi   Elektronik
(SPBE) pada PD sebagainana diatur dalam Peraturan Bupati Mimika Nomor
:   28   Tanggal   02   Juni   tentang   Penyelenggaraan   Sistem   Pemerintahan
Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah  Kabupaten  Mimika,  dengan
ini kami sampaikan permohonan pendaftaran  Sz/b domor.71 PD yang dikelola
oleh  Dinas  Komunikasi  dan  lnformatika  kabupaten  Mimika.  selanjutnya,
untuk   kelancaran   proses   pendaftaran   bersama   ini   kami   sampaikan
informasi berikut:
Nama sztb ctomat'rL
|p pubiik HOsting
Nama Pengelola
NIP
Jabatan
No.  HP
Demikian Permohonan ini disampaikan, atas banguan dan kerjasarnanya
diucaphan terima kasih

Jabatan penaliggung j awab

Nama Penandatangan

Catatan
F`orm ini merupakan contoh surat permohonan, mohon isi surat untuk dapat disesuaikan
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Q.    CONTOH SURAT PERMOHOAN PENDAFTARAN ALAMAT Ejl4AIL
PEMERINTAH KAMPUNG.

Nomor
lrdmpiran :
Perinal      : Pendaftaran fub

HOP SURIT

Mimika ,..-... ' . .

Kepada Yth.
Kepala Dinas Komunikasi dan  Informatika
Di-

domczt'n perangkat Daerah                Timika

Dalam   rangka   implementasi   Sistem   Pemerintahan   Berbasisi   Elektronik
{SEBB} pads PD sebrimana dintur dalan Edrturan Bupati Minika Nomor
:   28   Tanggal   02   Juni   tentang   Penyelenggaraan   Sistem   Pemerintahan
Berbasis  Elektronik  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Mimika,  dengan
ini kami  sampaikan permohonan pendaftaran  Sztb czomajn PD yang dikelola
oleh  Dinas  Komunikasi  dan  lnformatika  kabupaten  Mimika.  selanjutnya,
untuk   kelancarari   proses   pendaftaran   bersama   ini   kami   sampajkan
informasi berikut:
Name. sub domain            ..
|p pubiik HOstry
Nama Pengelola
NIP
Jabatan
No.  HP
Demikian Permohonan ini disampaikan, atas banguan dan ken.asamanya
diucapkan terima kasih

Jaba-tan penanggung jawab

Nana Penandatangan

Catatan
Form ini merupckan contch surat permchonan, mohon isi surat untuk dapat disesuaikan
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R. CONTOH SURAT PERMOHOAN PENDAFIARAN ALAMAT Ejl44IL
PELAYANAN PUBLIK ATAU ADMINISTRASI PEMERINTAH.

Nomor
Lanpiran
Perihal Pendaftaran Shod

HOP SURAT

Mimika,..........

Kepada Yth.
Kepala Dinas Komunikasi dan  lnformatika
Di-

dornczfro perangkat Daerch                 Timika

Dalam   rangka   implementasi   Sistem   Pemerintahan   Berbasisi   Elektronik
{SPBE} pada PD sebagrimana diatur dalam Perattrmn Bupati Minili=a Nomor
:   28   Tanggal   02   Juni   tentang   Penyelenggaraan   Sistem   Pemerintahan
Berbasis  Elektronik di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Mimika,  dengan
ini kami sampaikan permohonan pendaftaran  Sttb domain PD yang dikelola
oleh  Dinas  Komunika.si  dan  lnformatika  kabupaten  Mimika.  selanj.utnya,
untuk   kelancaran   proses   pendaftaran   bersama   ini   kami   sampaikan
informasi berikut:
Nana sub domain
|p pubiik HOstino
Nama Pengelola
NIP
Jabatan
No.  HP
Demikian Permohonan ini disampaikan, atas banguan dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih

Jabatan penanggung j awab

Nana Penandatangan

Catatan
Form ini merupakan contoh surat permohonan, mohon isi surat untuk dapat disesuaikan
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s. CONTOH SuRAT PERMOHOAN PENDAFTARAN LAyANAN corocArioIV
SBRveR.

Nomor
Lanpiran :
Perihal      : Pendaftaran Sdrb

HOP SURAT

Mimika,..........

Kepada Yth.
Kepala Dinas Komunikasi dan  Informatika
Di-

domcii.rL perangkat Daerah                 Timika

Dalam   rangka   implementasi   Sistem   Pemerintahan   Berbasisi   Elektronik
(-SFBE} peda FD sehagalmana dfator dalam Peraturan Bupati Mirrika Nomor
:   28   Tanggal   02   Juni   tentang   Penyelenggaraan   Sistem   Pemerintahan
Berbasis  Elektronik  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Mimika,  dengan
ini kami  sampalkan permohonan pendaftaran  Sztb domdr7t PD yang dikelola
oleh  Dinas  Komunikasi  dan  lnformatika  kabupaten  Mimika.  selanjutnya,
untuk   kelaricaran   proses   pendaftaran   bersarna   ini   kami   sampajkan
inforlnasi berikut:
Nana sub domn;in            :
Ip pubiik HOstry
Nana Pengelola
NIP
Jabatan
No.  HP
Demikian Permohonan ini disampaikan, atas banguan dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih

Jabatan penanggung jawab

Nama Penandatangan

Catatan
Form ini merupakan contoh surat pemohonan, mohon isi surat untuk dapat disesuaikan
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T. CONTOH BERITA ACARA cO-LOcArTojv sEj3[/Eji

KOP SURAT
BBRITA ACARA CO-LOCATION SERVER

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, pada hari ........., tanggal ...,,.,,, bulan ..,,. Tahun..
Nana
NIP
Jabatan
Instansi / OPD
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama
NIP
Jabatan
Instansi / OPD
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA
menyatakan telah menerima barang dari PIHAK PBRTAMA berupa daftar terlampir:

Nama Barang                                         Jumlah
Server HP prolwi DL20 Gentl o          1 unit

Demikianlah berita acara serah terima barang ini di perbuat oleh kedua belah pihak,
adapun barang-barang teTsebut dal`a[In keadean balk dan ctlkup, sesak penandatangan berita acara
ini, maka barang tersebut, menjadi tanggung jawab PIIIAK KEDUA, memelihara/merawat dengan
balk serta dipergunakan untuk keperluan (tempat dimana barang itu dibutuhkan).

Yang Menyeralkan
PLEIAK pERTAm

Yang Menerima
PIEIAK KEDUA

BUPATI MIMIRA,

ttd

Catatan
Form ini merupakan contoh surat permohonan, mohon isi surat untuk dapat disesuaikan

BUPATI MIMIRA,
TTD

JOHANNES RE'ITOB


